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ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum dalam mengatasi
penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi Dating di Indonesia dengan disertai
perbandingan kebijakan privasi (Privacy and Policy) dari aplikasi Tinder dan Setipe. 
Digunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui 
studi kepustakaan serta dilengkapi hasil wawancara untuk dianalisis secara deskriptif
kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentukperlindungan hukum
terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia belum diatur dalam regulasi 
khusus meskipun rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah 
disusun sejak lama dan hingga saat ini belum disahkan. Meski begitu perlindungan 
terhadap hak pribadi yang juga menyangkut data pribadi dapat ditemukan secara 
terpisah pada beberapa peraturan Undang-Undang yang berlaku. Kemudian setelah
dilakukan perbandingan terhadap kebijakan privasi yang diberikan oleh aplikasi 
Tinder dengan Setipe dapat diketahui bahwa aplikasi Tinder memberikan jaminan 
serta fasilitas perlindungan dan kemanan data pribadi, berbedadengan Setipe yang 
dengan tegas menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk
penyalahgunaan data maupun konten pribadi pengguna. Maka disarankan kepada
konsumen agar dapat menyaring setiap informasi yang akan dibagikan di publik 
termasuk dalam menggunakan aplikasi dating, serta diharapkan sosialisasi dan
edukasi tentang perlindungan data pribadi bisa didapatkan oleh masyarakat yang turut
disertai dengan keberadaan regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Konsumen, Aplikasi Dating,
Tinder, Setipe.
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BAB 1 
 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Pada masa ini, dunia ada di Era Revolusi Industri 4.0, yang mana manusia tak 

terlepas dari Teknologi dan Internet. Bahkan, kehidupan manusia saat ini selalu dibantu 

dan dipermudah oleh Teknologi dan Internet.1 Tingginya penggunaan Teknologi dan 

Internet di Indonesia telah terbukti melalui presentase pengguna jejaring media sosial 

yang mencapai 87,13% dari para pengguna internet. Presentase ini menunjukan bahwa 

Teknologi dan Internet telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. 

 
Kemajuan Teknologi dan Internet secara pesat tentunya memberikan dampak 

yang nyata dalam kehidupan kepada para pengguna dan lingkungan disekitarnya, baik 

secara langsung maupun tak langsung.2 Termasuk dalam hal pengumpulan dan 

penyebar luasan informasi serta berkomunikasi bagi masyarakat dunia.3 Tak hanya 

dampak baik, namun globalisasi juga turut menimbulkan berbagai permasalahan pada 

aspek-aspek kehidupan manusia baik dari sisi politik, sosial, budaya, ekonomi hingga 

hukum dan hukum. Akbiatnya perilaku manusia dalam menanggapi kemajuan 

tekonolgi informasi serta berperilaku dalam menggunakannya menjadi turut berubah, 

bahkan bisa dianggap sebagai perubahan peradaban manusia secara global, cepat, dan 

masif yang tentunya tidak selalu berjalan mulus, tidak hanya sampai disitu 

 

1 Infografis Penetrasi Dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia (survey 2017), APJII, 
Jakarta, Indonesia, 2017, pp. 1-39. 

2 A. S. Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di 
Indonesia", Jurnal Publiciana, Vol. 9, No. 1, pp. 140-157, 2016. 

3 S. Deb, "Information Technology: Its Impact on Society and Its Future", Advances in 
Computing, Vol. 4, No. 1, pp. 25-29, 2014. 
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Perkembangan teknologi sudah membuat batasbatas ruang dalam beberapa aspek 

di dunia menjadi tidak lagi terbatas. Artinya kontrol atau pengendalian menjadi semakin 

lemah apabila tidak diikuti dengan pekembangan hukum. dapat dikatakan bahwa 

teknologi informasi adalah bom waktu, meskipun tujuannya adalah untuk meningjatkan 

kesejahteraan serta kemajuan dari peradaban manusia, namun sewaktu- waktu dapat 

pula menjadi ancaman bagi manusia karena telah menjadi sarana perbuatan melawan 

hukum.4 

 
Tujuan dan fungsi hukum adalah untuk menegakkan keadilan, memberi 

kepastian serta mencptakan kesejahteraan hidup bagi masyarakat. Sejak tahun 1998 

atau pada era reformasi, mulai banyak diterbitkan peraturan perundang-undangan 

dengan menyesuaikan dinamika globalisasi. Peraturan perundang-undangan ini 

diharapkan bisa membawa masyarakat pada kondisi hidup yang jauh lebih baik dari 

keadaan sebelumnya. Menjadi titik awal dari berkembangnya hukum sebagai peraturan 

yang mengikuti perkembangan zaman, tentunya masa-masa tersebut terus diikuti 

dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan baru serta diperbaikinya peraturan yang 

tidak lagi relevan. Hingga ditahun 2008 Pemerintah mengeluarkan UU ITE No.11 

Tahun 2008.5 Namun sayangnya, hukum akan selalu tertinggal satu langkah dari 

peradaban manusia. Kejahatan dalam Teknologi selalu mengalami perubahan sehingga 

Regulasi  regulasi hukum yang sudah ada belum dapat melindungi masyarakat 

sepenuhnya. 

 
 

4 Budi Suhariyanto, 2012,Tindak Pidana Teknologi Informasi, Rajawali Pers, Jakarta. 
5 Konsideran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi 

Elektronik. 
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Majunya dunia Teknologi dan Internet tidak hanya memberikan dampak positif 

yang berguna untuk mempermudah komunikasi namun juga menyebabkan maraknya 

kejahatan dalam bidang tersebut. Ada begitu banyak kasus kejahatan yang tercatat 

melalui teknologi,kejahatan itu dinamakan Cybercrime. Adi Hazah membeikan 

pengertian terhadap cybercrime sebagai tindak kejahatan dengan menggunakan 

komputer secara ilegal.6 Mulanya Cybercrime kerap kali terjadi dalam kegiatan E- 

commerce , seperti penipuan dan pencurian dalam belanja online, namun ke depanpun 

Cybercrime beralih kepada aplikasi jejaring sosial yang marak digunakan pada masa 

kini, yaitu Dating Apps. 

 
Dating Apps atau Aplikasi Kencan , merupakan aplikasi online yang bertujuan 

memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk mencari pasangan melalui 

chatting. Ada begitu banyak aplikasi kencan yang bisa kita dapatkan hanya dengan 

mengunduh aplikasi tersebut. Seperti contohnya Tinder yang merupakan buatan Sean 

Red, berpusat di Los Angeles dan Setipe.com yang merupakan buatan asli Indonesia, 

yaitu oleh Razi Thalib dan Christian Sugiono. Kedua aplikasi ini merupakan aplikasi 

kencan online yang banyak peminat belakangan ini. Melalui aplikasi ini , para 

penggunanya dapat berkenalan dengan siapa pun dan dimana pun lokasi nya tanpa 

batasan. 

 
Tentunya dalam hal ini, terjadi berbagai macam pertukaran informasi antar kedua 

belah pihak yang terkait , yang mana artinya informasi data diri seseorang pun 

 
6 Antoni. (2017). Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) dalam Simak Online. Jurnal 

Nuraini , 17 No.2, 261-274. 
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bisa didapatkan dengan mudah. Hal ini bisa memicu penyalahgunaan data pribadi 

seseorang, Jika sampai pemilik data mulai merasakan adanya ancaman gangguan 

hingga bahaya dari pihak lain karena data pribadi atau informasi yang dibagikan melalui 

media sosial digunakan tanpa seizinnya, berarti permasalahan ini tidak lagi dapat 

dipandang sebelah mata. 

 
Jerry Kang mengatakan bahwa batasan terhadap apa yang disebut sebagai data 

pribadi adalah deskripsi dari informasi yang berkaitan dengan seseorang dan 

karakteristiknya dapat dibedakan satu sama lain, data tersebut dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi seseorang sehingga keberadaannya sangat utuh.7 Pengertian ini masih 

sejalan dengan pengertian dari data pribadi yang diberikan oleh Pasal 1 Permen 

Komunikasi dan Infromatika No.20 Tahun 2016 tntang Perlindungan Data Pribadi 

Dalam Sistem Elektronik, dinyatakan bahwa setiap data perseorangan yang dapat 

dijamin kebenaran secara nyata dan bersifat melekat terhadap seseorang adalah data 

pibadi yang harus dijaga kebenarannya serta dijamin kerahasiaannya. Sehingga 

perlindungan terhadap data-data pribadi merupakan kebutuhan penting dan seharusnya 

dilakukan secara khusus tentang bagaimana seharusnya Undnag-Undang 

melindunginya serta bagaimana proses pengumpulan, pendaftaran, penyimpanan, 

hingga eksploitasi dab penyebarluasan data-data tersebut dilakukan.8 

 
Meninjau pada kasus yang kerap kali terjadi pada kaula muda saat ini, melalui 

aplikasi kencan online ada begitu banyak penyalahgunaan data pribadi. Seperti 

7 Radian Adi Nugraha, 2012, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam 
Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Rajawali 
Press ,Jakarta, hlm. 31. 

8 Sinta Dewi Rosadi, 2015, Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, 
Regional, dan Nasional,PT Refika Aditama, Bandung ,hlm. 1. 
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contohnya , yaitu kasus yang menimpa hingga 70 ribu perempuan di inder yang telah 

disebarluaskan fotonya melalui forum kejahatan cyber, dengan tujuan untuk melakukan 

penipuan terhadap pihak lain atau dikenal dengan istilah catfishing.9 Ada begitu banyak 

cara pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Baru  baru ini para pelaku 

menggunakan data pribadi seperti nama, foto bahkan alamat yang bukan 

kepemilikannya sendiri, melainkan kepemilikan orang lain , guna untuk menipu para 

korban. 

 
Salah satu contoh kasus mengenai Penyalahgunaan data pribadi ini terjadi 

terhadap salah seorang Selebgram Kota Palembang , yaitu Panianida Parindapa. Yang 

sering kali data pribadinya seperti foto dan nama lengkapnya digunakan dalam aplikasi 

Datting, yaitu Tinder. Seseorang mengaku sebagai dirinya dan mengambil keuntungan 

pribadi atas penyalahgunaan data pribadi tersebut.10 Tentunya Pania tidak terima, 

namun sayangnya saat akan melapor hal ini dianggap sepele dan para pihak berwajib 

tidak terlalu tanggap, dengan alasan payung hukum yang tidak terlalu jelas. 

 
Pasal 26 UU ITE telah memberi pernyataan tegas bahwa terhadap data pribadi 

setiap pengguna media elektronik yaitu juga termasuk platform mdia sosial diharuskan 

memegang persetujuan dari pemilik data. Sehingga jika ada penyalahgunaan data-data 

pribad pengguna tanpa adanya persetujuan dari pemilik 

 
 
 
 
 

9  Ribu Foto Pengguna Tinder Perempuan Bocor Di Forum Kejahatan  
KATADATA. CO.ID, last modified 2020, https://katadata.co.id/berita/2020/01/21/70- ribu-foto- 
pengguna-tinder- perempuan-bocor-di-forumkejahatan-siber. 

10 Hasil wawancara dengan Panianida Parindapa , Selebgram, Kota Palembang, 05 
November 2021 , Palembang. 
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data yang bersengkutan, maka dapat dilakukan tindakan hukum yaitu gugatan krugian 

yang ditimbulkan sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal tersebut.11 

 
Perkembangan teknologi yang meningkat dengan pesat sudah menjadi urgensi 

dari pembentukan sistem hukum dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang 

berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Apa lagi sebagian masalah merupakan 

akibat dari hukum yang tertinggal atau lebih lamban dalam mengikuti perkembangan 

masyarakat hingga teknologi, kekososngan hukum menimbulkan implikasi besar 

terhadap perlindungan data pribadi. Dalam jangka panjang permasalahan akan 

menimbulkan dampak yang lebih besar termasuk hilangnya rasa aman masyarakat.12 

 
Di tahun 2016 regulasi terhadap perlindungan data pribadi sebenarnya telah 

dirumuskan dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, meskipun 

hingga saat ini belum ada kejelasan dan tindak lanjut secara tegas terhadap pengesahan 

dari RUU tersebut. permasalhan ini perlu menjadi prioritas peratian bagi pemerintah 

karena masalah-masalah hukum terhadap penyalahgunaan dta pribadi semakin marak 

terjadi, apa lagi data pribadi merupakan bagian privasi bagi seseorang dan termasuk 

dalam HAM sehingga pelanggaannya menimbulkan kerugian secara materiil maupun 

moril.13 Kerahasian data pribadi merupakan hal wajib untuk dijaga. Karena itu sistem 

hukum komprehnsif efektif dan berkesinambungan berkenaan 

 
 
 

11 Pasal 26 UU ITE 
12 Sinta Dewi,  

Dengan Penggunaan Cloud Computing di  Yustisia, Vol.5 No.1, Fakultas Hukum 
Universitas Padjadjaran, Januari - April 2016, hlm. 16. 

13 Irso,  PDP Jamin Perlindungan Data Pribadi yang Progresif dan  
https://kominfo.go.id/content/detail/35104/ruu-pdp-jamin-perlindungan-data-pribadi- 
yang-progresif-dan-komprehensif/0/berita_satker , diakses 5 November 2021, pukul 18.47. 
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dengan perlindungan data pribadi akan memberikan banyak manfaat yang dapat 

dirasakan oleh masyarakat bahkan negara. 

 
Berdasarkan dengan uraian latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di 

atas, maka penulis mengambil tema dengan Judul  

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI 

PIHAK LAIN YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN APLIKASI DATING 

TINDER  

 
B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan apa yang telah diuraikan penulis dari latar belakang masalah di atas, 

maka yang dapat menjadi rumusan masalahnya adalah : 

 

1. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum di Indonesia atas penyalahgunaan 

data pribadi? 

2. Bagaiamana perbandingan kebijakan Privasi (Privacy and Policy) Tinder dan Setipe 

sebagai peraturan Internal untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan atas 

penyalahgunaan data pribadi oleh para konsumen dalam aplikasi dating Tinder dan 

Setipe? 

C. Tujuan 
 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut : 

1. Untuk menganalisis perbandingan perlindungan hukum atas penyalahgunaan data 

pribadi pihak lain yang dilakukan oleh konsumen aplikasi dating Tinder dan Setipe 



 

 
 

8 
 

2. Untuk menganalisis perbandingan kebijakan Privasi (Privacy and Policy) Tinder 

dan Setipe sebagai peraturan Internal untuk mencegah dan menyelesaikan 

permasalahan atas penyalahgunaan data pribadi oleh para konsumen dalam 

aplikasi dating Tinder dan Setipe. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 
1. Manfaat Teoritis 

 
Diharpkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan gambaran yang 

jelas mengenai sistem perlindungan hukum yang akan didaptkan oleh masyarakat 

yang data pribadinya telah disalahgunakan serta memberi acuan terhadap 

pembentukan-pembentukan regulasi yang berkenaan dengan perlindungan data 

pribadi terutama dalam aplikasi dating. 

2. Manfaat Praktis 

 
Diarapkan akan bertambah pemahaman hukum pembaca srta secara nyata 

dapat berkontribusi dalam menjadi acuan bagi para praktisi atau pihak terkait: 

a. Konsumen aplikasi dating, agar dapat memahami payung hukum yang ada, 

sehingga tidak berlaku yang tidak seharusnya, dimana perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan melawan hukum. 

b. Pihak Lain sebagai Korban Penyalahgunaan Data Pribadi, agar mengetahui 

hak  hak pribadi nya yang dilindungi hukum,sehingga tidak lagi menjadi 

pribadi yang tidak memngerti hukum dan bisa menggugat hak nya. 

c. Penanggung Jawab aplikasi dating , agar dapat membentuk kebijakan 
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Privasi (Privacy and Policy) secara spesifik sebagai peraturan Internal 

untuk melindungi data-data pribadi milik orang lain agar tidak 

disalahgunakan. 

d. Pemerintah , agar dapat membentuk perlindungan hukum positif secara 

spesifik untuk melindungi data-data pribadi milik orang lain agar tidak 

disalahgunakan kembali. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 
 

Penulisan proposal skripsi dengan judul  Perlindungan Hukum 

atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pihak Lain yang dilakukan oleh Konsumen 

Aplikasi Dating  yaitu : 

1. Perbandingan perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi pihak 

lain yang dilakukan oleh konsumen aplikasi dating Tinder dan Setipe. 

2. Perbandingan kebijakan Privasi (Privacy and Policy) Tinder dan Setipe 

sebagai peraturan Internal untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan 

atas penyalahgunaan data pribadi oleh para konsumen dalam aplikasi dating 

Tinder dan Setipe 

F. Kerangka Teori 

 
1. Teori Keadilan 

 
The search of justice  menjadi aspek utama dalam hukum alam dari masa 

Socrates hungga Francius Geny yang selalu mempertahakan keadilan sebagai 
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mahkota hukum.14 Dari beberapa teori yang telah disampaikan, ada yang 

pengertiannya cukup menarik untuk dibahas dan berkenaan dengan masalah 

yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu ada teori keadilan dari Aristoteles, 

teori keadilan sosial John Rawl dan Teori keadilan Hans Kelsen sebagai berikut:. 

a. Teori Keadilan dari Aristoteles membagi keadilan dalam dua bentuk 

yaitu yang disebut keadilan distributief dan keadilan commutatief, pada 

keadilan distributif akan dibagi kepada para pihak sesuai dengan porsi 

prestasinyanya sedangkan pada bentuk komutatief yang diberikan adalah 

sebanyak-banyaknya tanpa melihat dan membedakan prestasi seperti 

halnya dengan sistem tukar menukar brang serta jasa15. 

b. Teori Keadilan John Rawls lebih menekankan keadilan pada kesamaan 

derajat dan situasi antara setiap individu pada suatu masyarakat. Atas 

dasar berpikir tersebut maka segala bentuk pembagian kasta ataupun 

status dan kedudukan di masyarakat tidak dapat digunakan atau 

dipandang sebagai sebab yang bisa mempengaruhi kesepakatan, artinya 

bahwa setiap pihak dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. 

Pandangan ini bertumpu pada keyakinan terhadap bentuk rasionalitas, 

kebebasan serta persamaan yang disebut sebagai ekulibrium reflektif 

tujuannya adalah untuk mengatur masyarakat sehingga mendapatkan 

persamaan yang seadil-adilnya atau dikenal dengan justice as fairness  

c. Teori Keadilan Hans Kelsen memaknai keadilan sebagai legalitas, 
 

artinya bahwa suatu peratura akan dapat dikatakan adil jika ada 
 

14 Carl Joachim Friedrich, 2004. Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan 
Nusamedia, Bandung, Hal. 24 2 

15 Carl Joachim Friedrich Op Cit Hal. 25 
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penerapannya namun tidak adil jika penerapan tersebut tidak dilakukan 

secara sama atau konsistem dalam dua kasus berlainan yang masih 

serupa.16 

Dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara Teori  teori keadilan diatas 

dengan Judul dan Permasalahan yang dibuat adalah setiap masyarakat berhak 

mendapatkan keadilan yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum. 

sedangkan salah satu aspek perlindungan hukum yang disebutkan dalam Pasal 26 

UU Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hak untuk mendapat perlindungan 

atas data pribadi. Sejalan dengan iu data pribadi dimaknai sebagai segala data milik 

perorangan yang keradasiananya dijaga dirawat serta dilindungi karena milik 

perorangan tertentu. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

 
Beberapa ahli telah menyatakan pendapatnya tentang apa itu definisi dari 

perlindungan hukum, diantaranya :17 

a. Menurut Setiono, segala upaya dalam melindungi masyarakat dari 

tindakan penguasa yang tidak seusia aturan merupakan perlindungan 

hukum. tujuannya adalah untuk mewujudkan ketentraman serta 

ketertiban bagi masyarakat dalam menjunjung martabat sebagai manusia 

dan diri pribadi. 

b. Menurut Philipus M. Hadjon, kekuasaan menjadi dimensi penting dalam 

menegakkan perlindungan hukum. kekuasaan ini tidak hanya 

 

16 Ibid Hal. 71 
17 Astri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 

2019, hlm. 10. 
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kekuasaan pemerintah namun juga termasuk kekuasaan ekonomi. Dari 

sisi kekuasaan pemerintah, perlindungan hukum meliputi rakyat sebagai 

pihak yang diperintah. Sedangkan pada sisi ekonom, perlindungan 

hukum diberikan bagi pihak yang secaa ekonomi lemah dari pihak 

ekonomi kuat. 

c. Menurut Muchsin, tidak ada tujuan selain untuk melindungi individu 

dalam perlindungan hukum, penyerasian nilai-nilai atau kaidah-kaidah 

menjadi sangat penting terutama dalam mengambil sikap dan tindakan 

dalam pergaulan hidup. 

 
Dari pengertian-pengertian tersebut, Menurut Philipus M Hadjon, pada 

intinya prlindungan hukum memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melindungi 

kepentingan manusia yang dalam bentuk norma atau kaidah, perlindungan ini 

diberikan secara preventf serta represif baik itu lisan ataupun tertulis.18 Dan akan 

melindugi satu hal dari hal lainnya.19 Adapun Perlindungan hukum preventif 

diberikan dalam rangka memberikan ksempatan bagi masyarakat dalam 

mengajukan keberatan untuk menanggapi kondisi sebelum adanya keputusan tetap 

dari pemerintah yang berbentuk definitif, sedangkan perlindungan hukum represif 

berfungsi dalam menyelesaikan sengketa.20 

 

 
Berdasarkan pendapat R. La Porta di dalam jurnalnya yang berjudul Jurnal 

 
18 Sudikno Mertokusumo, 2 0 1 1 , Mengenal Hukum Suatu Pengantar,Liberty, Yogyakarta, 

hlm. 39 
19 Philipus M. Hadjon , 1987, Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan 

apabila terjadi sengketa, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia,PT.Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 1-2. 
20 Ibid., hlm. 22. 
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of Financial Economics, perlindungan hukum memiliki bentuk di mana 

perlindungan tersebut diberikan oleh Negara dengan sifat pencegahan dan 

hukuman. Di mana pencegahan (prohibited) ini merupakan perlindungan dengan 

membuat peraturan sedangkan perlindungan hukuman yang bersifat hukuman 

(sanction) berarti menegakkan peraturan. Banyaknya institusi-insitusi yang 

bergerak di bidang hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan 

lembaga-lembaga non litigasi (lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan) 

inilah yang merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling nyata.21 

Dapat disimpulkan bahwasannya keterkaitan Teori  teori Perlindungan 

Hukum diatas dengan Judul dan Permasalahan yang dibuat adalah perlindungan 

hukum menjadi aspek yang sangat penting namun dalam penegakannya sering kali 

terdapat kendala yang harus dihadapi seperti kesulitan dalam melacak pelaku 

tindak kejahatan serta proses pembuktian, namun menurut Boelewoekli kondisi 

tersebut menjadi tugas bagi pemerintah untuk terlibat langsung karena itu 

pembentukan peraturan yang memadai dalam mengatai sengekata dibidang 

telematika sangat dibutuhkan.22 

3. Teori Pertanggung Jawaban Hukum 

 
Konsep pertanggung jawaban hukum memiliki hubungan yang erat dengan 

kewajiban hukum 9liability) dimana konsep ini memandang bahwa sebagai bentuk 

pertanggung jawaban dari pelaku maka ia berkewajiban untuk menerima 

 
 

21 R. La Porta,  Ownership Around the  Journal of Finance, Vol. 54, 
No.2, 1999, hlm. 471. 

22Aprilia M. L. & Prasetyawati, E, 2017, Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi 
Konsumen Pengguna Gojek, Mimbar Keadilan, Volume 90, Nomor 105, halaman. 93. 
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sanksi.23  Prinsip pertanggung jawab hukum dibedakan menjadi dua macam 

yaitu:24 

a. Liability based on fault 

 
Kondisi dimana penggugat dapat membuktikan kesalahan tergugat maka 

penggugat akan menerima ganti rugi sebagai bentuk pertanggung jawaban dari 

tergugat, sebaliknya jika tidak terbukti maka ganti rugi tidak akan diberikan.25 

Dalam proses pembuktian ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1866 KUHPerdata 

menjadi dasar yang penting.26 

b. Strict liability 

 
Strict liability, merupakan bentuk pertanggung jawaban mutlak, artinya 

ketiadaan kesalahan tidak akan menghapuskan pertanggung jawaban. Sebagai 

salah satu bentuk pertanggungjawaban perdata maka strict ability tidak 

membutuhkan proses pembuktian sebagai dasar ganti rugi .27 

Disimpulkan bahwa keterkaitan antara Teori  teori Pertanggung Jawaban 

Hukum diatas dengan Judul dan Permasalahan yang dibuat adalah bahwa data 

pribadi merupakan tanggung jawab bersama. Meskipun kepemilikannya 

perorangan namun negara serta asyarakat berkewajiban untuk turut serta secara 

aktif menjaga proses berjalannya perlindungan terhadap data pribadi. Ketika 

23 Ahmadi Miru dan Sutarma Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114 

24 Ibid 
25 Salim HS dan Erlies Septina Nurbani, 2014,Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian 

Disertasi dan Tesis, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20 
26 Ibid 
27 Jimly Asshidiqie dan M. Ali  2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. 

Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 56. 
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terjadi masalah terhadap perlindungan data pribadi. Maka pemilik data dapat 

melakukan upaya hukum baik secara prefentiv maupun represif. Dan meminta 

pertanggung jawaban hukum dalam melindungi hak-haknya yang telah 

dilanggar.28 

G. Kerangka Konseptual 
 

Kerangka konseptual bertujuan dalam memberi gambaran terhadap konsep- 

konsep yang dihadirkan dengan mengumpulkan arti-arti yang saling berkaitan atau 

dengan penhyajian istial untuk diterili dan diuraikan secara ilmiah.29 Sesuai dengan 

uraian tersebut, akan digunakan kerangka konseptual sebagai berikut: 

 
1. Data Pribadi 

Permen Komunikasi dan Informatikan RI tahun 015, memaknai data pribadi 

sebagai data milik perorangan tertentu yang kerahasiananya dilindungi serta 

kebenarannya dijaga dan disimpan.30 . Dan pengertian Data Pribadi menurut 

Rancangan Undang  Undang tentang Data Pribadi adalah data mengenai 

seseorang baik itu dapat diidentifikasi atau tidak dengan informasi lain baik yang 

dinyatakan secara langsung atau melalui sistem elektronik.31 

2. Penyalahgunaan Data Pribadi 

Masyarakat yang ingin memperjuangkan haknya sebagai korban dari tindak 

pencurian data pribadi dapat mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan 

negeri, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

28  Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Pelindungan Data 
Privasi, Cyber Security dan Forensik Digital, Vol. 1, Nomor (2), h. 44. 

29 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.96. 
30 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 
31 Rancangan Undang  Undang tentang Data Pribadi 
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Informasi dan Transaksi Elektronik   sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 

Nomor 11 Tahun 2008   tentang   Informasi   dan   Transaksi Elektronik  ("UU   

19/2016").   Pasal    26    ayat    (1)    dan    (2)    UU 19/2016 menegaskan sebagai 

berikut :32 

Pasal 26 
 

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan 

setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi 

seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. 

2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan 

Undang-Undang ini. 

Penulis menyimpulkan bahwasannya Penyalahgunaan data pribadi adalah 

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tanpa persetujuan oleh pihak terkait 

yang dilakukan dengan sengaja dan merugikan pihak lain. 

3. Pihak Lain 

Dalam pembahasan ini , Pihak Lain merupakan Korban , yang mana Arif 

Gosita mengatakan bahwa korban adalah pihak-pihak yang menerima penderitaan 

scara jasmani maupun rohani atas akiibat dari tindak kejahatn yang dilakukan 

 
 
 
 
 
 

32 Undang  Undang ITE Nomor 11 Tahun 2018 
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pihak lain sehingga tindakan ini dangggap melanggar bahkan bertentang dengan 

hak asasi yang menderita guna mendapatkan kepentingan pribadi pihak tertentu.33 

4. Konsumen 
 

Pasal 1 angka 2 UU No.8 Tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen adalah 

pihak-pihak yang memang secara aktif menggunakan atau emmakai suatu produk 

barang atau jasa tertentu untuk kepentingannya secara pribadi maupun banyak 

pihak.34 

 
5. Aplikasi Dating Tinder dan Setipe 

 
Aplikasi dating merupakan situs atau media pencarian jodoh yang dilakukan 

dalam jaringan dengan cara mencocokkan profil satu sama lain dan berhubungan 

secara mutual. Tinder manjadi aplikasi yang diluncurkan pada tahun 2012 oleh Sean 

Rad bersama-sama dengan dua temannya yaitu Jonathan Badeen dan Justin Mateen 

hingga dapat dijuluki sebagai aplikasi pencari jodoh terbaik.35 

Situs kencan online di Indonesia dianggap cukup menjanjikan sebagai sebuah 

prospek bisnis yang bagus, maka pada Oktober 2013 diluncurkan sebuah situs baru 

kencan online yang dibuat oleh Razi Thalib yaitu Setipe.com. Pria lulusan Charles 

Sturt University, Sydney, ini bekerja sama dengan sahabatnya Kevin Aluwi dan 

Christian Sugiono dalam membuat dan mengembangkan situs kencan online 

Setipe.com. 

 
 

 
75-76. 

33 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, 1983 , Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 
 

34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
35 Annisarizki ,    Tinder sebagai Tempat Mendapatkan Teman  Jurnal 

Unsera, 2018, hlm. 2. 
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H. Metode Penelitian 
 

Metode Penelitian merupakan prosedur atau cara yang digunakan dalam 

rangka memperoleh data-data valid, tujuannya adalah untuk mengolah data tersebut 

sehingga bisa dibuktikan suatu pengetahuan baru atau tertentu dalam memevahkan 

atau mengantisipasi suatu permasalahan.36 Metode penelitian yang digunakan, yaitu : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian Hukum Normatif digunakan pada penelitian ini karena jenis 

penelitian ini akan meletakkan hukum menjadi bangunan sistem norma dan 

didalamnya terdapat aspek-aspek seperti asas, kaidah serta norma hukum. maka 

penelitian ini sangat tepat digunakan untuk meneliti data yang sifatnya sekunder.37 

Dalam penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian wawancara . 

Wawancara ini digunakan untuk memudahkan penelitian dan sebagai bahan 

sekunder pada penelitian ini. Adapun wawancara ini dilakukan terhadap staff 

tinder atau setipe dan korban dari penyalah gunaan data pribadinya. 

2. Pendekatan Penelitian 

 
Digunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini, yaitu: 

 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) 

 
Pendektan penelitian adalah satu kesatuan proses dalam meneliti yang 

dimulai pada proses perumusan masalah hingga dapat menarik kesimpulan pada 

36 Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan 
Empiris, Prenadademia, Depok ,hlm. 3. 

37 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 
Pustaka Pelajar, Yogyakarta , hlm. 34 & 51.
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pendekatan perundang-undangan akan digunakan regulasi yang masih berkaitan 

dengan amsalah yang diangkat dalam rumusan.38 

Adapun Pendekatan Perundang  Undangan yang digunakan Peneliti adalah 

Undang  Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Undang  Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

b. Pendekatan Analitik (Analytical Approach) 

 
Pendekatan ini digunakan dalam rangka menemukan makna-makan dalam 

istilah peraturan perundang-undangan menggunakan metode konsepsional. 

Dalam pendekatan ini pengertian hukum, asas, kaidah serta sistem hukum akan 

tururt dianalisis. 

I. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari: 

 
1. Bahan Hukum Primer 

a. Undang-Undang Dasar 1945; 
 

b. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata; 
 

c. Undang  Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang  Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik; 

d. Undang  Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
 

38 Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Prenandamedia Group, Jakarta, hlm. 
133. 
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Elektronik; 
 

e. Undang  Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan ; 

f. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan 

Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder sifatnya mendukung bahan hukum primer karena pada 

bahan hukum ini akan diberikan berbagai penjelasan tentang bahan hukum primer, 

seperti halnya makalah, karya ilmiah dan tenunya buku-buku yang masih berkaitan 

sebagai bahan bacaan.39 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier menjadi bahan hukum yang banyak memberi petunjuk dari 

bahan hukum primer dan sekunder, kegunaannya masih sangat penting karena 

pemahaman akan meluas ketika bahan hukum tersier digunaka, adapun terdiri dari 

KBBI, Kamus Hukum, dan bahan-bahan relevan yang ditemukan dari internet.40 

J. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
 

Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini ada 2 

(dua) yaitu : 

 
 
 
 

 
hlm.13. 

39 Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
 

40 Ibid., hlm. 15. 
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1. Studi Kepustakaan 
 

Dalam studi kepustakanaan, keseluruhan bahan hukum akan dikumpulkan engan 

penjelasan metode kualitatif yaitu menguraikan setiap bahan kemudian 

mengumpulkan aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian.41 

2. Studi Wawancara 
 

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi wawancara ini merupakan 

bentuk penelitian yang dilakukan melalui proses wawancara secara langsung 

kepada para pihak yang terlibat dalam Penyalahgunaan data pribadi dalam Dating 

Apps baik korban maupun pelaku. 

K. Teknik Analisis Bahan Hukum 
 

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif, teknik ini dianggap 

tepat karena mencakup prosedur mulai dari studi kuantitatif, studi komparatif 

hingga studi korelasional. Kegiatan analisis ini menekankan pada interpretasi 

terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh.42 

L. Teknik Penarikan Kesimpulan 
 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dimana prosesnya mengacu 

pada terkumpulnya fakta-fakta yang selanjutnya ditarik dalam satu kesimpulan.43 

Hasil penelitian ini akan dihubungkan dengan permasalahan yang sbeelumnya 

diangkat sehingga dapat ditari poin-poin secara singkat dalam menjawab 

41 Bahder Johan Nasution, 2008,Metode Penelitian Hukum, Penerbit Maju, Bandung. 
42 Soerjono Soekanto & Sri Memuji, 1990, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan 

Singkat, Cet Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, hlm. 52. 
43 Amirudin dan Zainul Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja 

Grafindo Persada Jakarta, hlm. 25. 
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permasalahan tersebut.. 
 

M. Sistematika Penulisan 
 

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu : 

 
BAB I : PENDAHULUAN 

 
Pada bab ini penulis akan menguraikan secara garis besar mengenai Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian , Manfaat Penulisan, Ruang 

Lingkup, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Metode Penelitian yang 

meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian , Jenis dan Sumber Bahan 

Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum, 

serta Teknik Penarikan Kesimpulan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 
Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum skripsi, 

yang isinya meliputi : tinjauan umum tentang Data Pribadi , Perlindungan Data 

Pribadi dan Privasi 

BAB III : PEMBAHASAN 

 
Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam 

skripsi ini. Yang pertama , mengenai bagaimana perbandingan perlindungan 

hukum atas penyalahgunaan data pribadi pihak lain yang dilakukan oleh 

konsumen aplikasi dating Tinder dan Setipe. Yang Kedua bagaiamana 

perbandingan kebijakan Privasi (Privacy and Policy) Tinder dan Setipe sebagai 

peraturan Internal untuk mencegah dan menyelesaikan
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permasalahan atas penyalahgunaan data pribadi oleh para konsumen dalam 

aplikasi dating Tinder dan Setipe. 

 
BAB IV : PENUTUP 

 

Pada bab ini isinya mencakup kesimpulan dan saran  saran mengenai 

permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi. 
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